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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

(Kementerian ATR/BPN) mmerupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab

menjaga kekayaan alam di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang di Negara Kesatuan

Republik Indonesia ialah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang

Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan bahwa intansi Kementerian ATR/BPN berada

dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada presiden serta memiliki tugas

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang guna
membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara. Selanjutnya,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam sambutannya pada

Rapat Kerja Nasional Tahun 2019, menjabarkan bahwa visi Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025 adalah Terwujudnya Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menjadi Institusi Pengelola

Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia (ATR/BPN, 2019). Untuk mewujudkan

visi kementerian tersebut ada 7 (tujuh) tujuan strategis (Strategic Goals) yang harus dicapai.

Ketujuh strategic goals tersebut, yaitu :

1. Terwujudnya keadilan pertanahan;

2. Terdaftarnya bidang-bidang tanah diseluruh wilayah Indonesia;

3. Terwujudnya penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk
mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan
ekonomi;

4. Terwujudnya sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia;

5. Mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan pertanahan dan tata
ruang serta pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan berbasis
teknologi;

6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka selffinancing;

Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan stelsel positif atau

asuransi pertananahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan



VIS|I & 7 PILAR ATR/BPN 2025

“Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi
Pengelola Pertanahan Dan Tata Ruang

Berstandar Dunia”
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Gambar 1.1 Visi & 7 Pilar ATR/BPN 2025

Dalam mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN melalui salah satu strategi yaitu
terwujudnya layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan Tata
Ruang secara elektronik dan menjadi pusat informasi Pertanahan dan Tata Ruang berbasis
teknologi informasi,sesuai target tersebut disusunlah RoadMap Rencana Strategis
(Renstra) Kemetrian ATR/BPN 2020-2024, dimana tahun 2023 akan menuju monetisasi
informasi yang perlu Peningkatan Kualitas. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun
dalam roadmap Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN harus menerapkan nilai- nilai
dasar ASN Ber-Akhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN. Nilai-
nilai tersebut harus terlihat dalam rancangan aktualisasi ini. Melalui penyelenggaraan
pelatihan dasar yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan CPNS dapat menjadi agen perubahan
yang berkompeten dan profesional.
@ nraeey = - @umm = @ =
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Gambar 1.2 Roadmap Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN 2020-2024
Layanan pertanahan yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab instansi

Kementerian ATR/BPN ialah layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pertimbangan Teknis
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Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Kegiatan
layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di wilayah kabupaten atau kotamadya dilaksanakan
oleh unit kerja Kantor Pertanahan (Kantah) yang dipimpin oleh kepala kantor pertanahan
(kakantah). Birokrasi identik dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar,
penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti. Saat ini
birokrasi harus mampu melaksanakan kebijakan publik yang efektif, efisien dan cepat,
bermuara pada kualitas dan kecepatan pelayanan dan peningkatan daya saing.

Untuk Mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan
pertanahan dan tata ruang serta pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan
berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan maka diperlukan perubahan dari
sistem konvensional atau manual ke sistem digital. Termasuk dalam peneglolaan dokumen agar
lebih mudah diakses dalam pengolahan data. Pengelolaan dokumen yang hanya ditumpuk
begitu saja menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam pencarian dokumen dan bahkan
sering terjadi kehilangan dokumen sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis
mengambil judul “Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun

2022 Menggunakan Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”.

B. Tujuan Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi dan
misi untuk mendukung visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional adalah “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk
Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*.

Untuk mencapai visi sebagaimana di atas, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki beberapa misi yaitu :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,
Berkelanjutan dan Berkeadilan

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia



Kegiatan Aktualisasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan misi
kedua yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar
Dunia dengan adanya pengelolaan dokumen pertimbangan teknis pertanahan yang baik untuk
memberikan kemudahan dalam mencari dan mengakses dokumen sehingga dapat meningkatkan

efisiensi dan efektifitas dalam bekerja.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional memiliki Motto/Pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat yaitu “Melayani, Profesional, Terpercaya”.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Tugas Seksi Penataan dan
Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan adalah melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan
pelaksanaan landform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi
penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 133.1/SK-100.KP.03.01/1V/2022 Tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2021 bahwa Perserta CPNS atas nama Diyah Naili
Fauziyah, S.T. dengan NIP. 199502072022042002, di tempatkan di unit kerja Seksi Penataan
dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Dengan unit kerja di Seksi
Penataan Pemberdayaan maka Peserta CPNS memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penataan dan
pemberdayaan masyarakat:

2. Menyusun dan menganalisis bahan dan data terkait identifikasi atau inventarisasi,
pengolahan data dan informasi, penyajian hasil pengolahan data pengaturan pertanahan;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penataan pertanahan sektor
pertanian dan non pertanian;

4. Mengolah data dan informasi Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanabh;

5. Memasukkan data Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ke dalam sistem

database;



10.

11.

Menyusun dan menganalisa bahan pemberian perizinan pemanfaatan tanah instansi
pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik negara, badan hukum
milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta dan lembaga perwakilan
negara asing;

Menyajikan hasil analisis dan pengolahan data Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah sesuai dengan kebutuhan;

Membuat dokumentasi bahan, data hasil pengolahan dan penyajian kegiatan Penataan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

Menyusun bahan pembinaan teknis bidang Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang Penataan Pertanahan
dan Pemberdayaan Masyarakat;

Menyusun konsep naskah kedinasan di bidang bidang Penataan Pertanahan dan

Pemberdayaan Masyarakat;

Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, pengertian Kantor

Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan yang

menjadi lokasi penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terletak di Kabupaten

Pemalang yang beralamat di JI. Pemuda No0.35, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang,

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313.



Gambar 1.3 Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang terdapat 110 pegawai, yang terdiri dari
35 pegawai berstatus PNS, 9 pegawai CPNS dan 66 pegawai berstatus PPNPN. Struktur

organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dapat di lihat sebagai berikut :



Kepala Kantor Pertanahan
GUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19660218 199303 1 002

Kepala Subbagian
Tata Usaha
ACHMAD DIMYATI, S.H.,M.M.
NIP. 19701113 199403 1 002

Kelompok Jabatan Fungsional

1.  Indah Widiastuti, S.H., M.M. / Analis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Pertama

Sinta Ismawati / Bendahara

S~ wWN

Diar Rudyanto, S.E., M.M. / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama
Siti Nurokhmah, S.H. / Analis Anggaran Pertama

Anastasia Aryanne Louis Ovellita Putri S. / Pengelola Informasi Pertanahan
Rizky Gumilang Cahyo Riadi, A. Md / Verifikator Berkas Permohonan Hak

PLT. Kepala Seksi
Survei dan Pemetaan
BUDY SANTOSA, S.SiT.,M.M.
NIP. 19721210 199403 1 003

Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran

ANDY YULIA MUSTIKA, S.SiT.,M.M.

NIP. 19730716 199303 2 002

Kepala Seksi
Penataan dan Pemberdayaan
HARYO TAFIANTORO, S.H.
NIP. 19650212 199303 1 004

Kepala Seksi
Pengadaan Tanah dan Pengembangan
MAKMURI, S.SiT.
NIP. 19681201 198903 1 002

Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa
NUR HADI, S.H., M.M.

NIP. 19690420 198903 1 001

Kelompok Jabatan Fungsional
Penata Kadastral Pertama
1.  Saptoto Budiarjo

Asisten Penata Kadastral Mahir
1. Abdul Haris Syafrudin

Asisten Penata Kadastral Terampil
1. Khoirul Henri Kusuma

Analis  Survei, Pengukuran dan
Pemetaan

1. Renika Purwanti, S.T.

2. Trizchia Aprillita, S.T.

Pengadministrasi Pertanahan
1.  Teguh Djuliarso
2. Siti Masitoh

Kelompok Jabatan Fungsional
Penata Pertanahan Pertama

1. Mahyuni, S.H., M.Kn.
2. Fauzi Arief, A.Ptnh.

3. Sugeng Priyanto, S.P.

Analis Hukum Pertanahan

1. Hidayah Amalia, S.H.

2. Alif Akbar lksanto, S.H.

3. Agung Dwi Budhi Suwatno, S.H.

Pengadministrasi Pertanahan
1. Asparin

2. Endah Sri Rahayu

3. Edi Suwanto

4. Sugiono

Pengelola Keuangan
1. Windi Hapsari, S.H.

Pengadmistrasi Umum
1.  Toto Amirudin

Kelompok Jabatan Fungsional
Penata Pertanahan Pertama
1. Arif Mutagin, A.Ptnh.

2. Dwi Sampurno Priyadi, A.Md.

Analis Pertanahan
1. Diyah Naili Fauziyah, S.T.
2. Fatimah Putri Utami, S.T.

Pengadministrasi Pertanahan
1. Raharjo

Kelompok Jabatan Fungsional
Penata Pertanahan Pertama
1.  Bejo Kurniawan, A.Ptnh.
2. Yusron Kautsar, S.H.

Pengadministrasi Pertanahan
1. Nurkholik

Kelompok Jabatan Fungsional
Penata Pertanahan Pertama
1. Dian Nurhayati, S.H.
2. Slamet Raharjo, S.H.

Analis Hukum Pertanahan
1.  Hutama Rakajati, S.H.

Pengadministrasi Pertanahan
1. Singgih Nuswantoro

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
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Berikut ini merupakan penjelasan singkat struktur organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Pemalang:

1.

Kepala Kantor Pertanahan

Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; pelaksana survei
dan dan pemetaan; pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; pelaksanaan
penataan dan pemberdayaan; pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan
pertanahan; pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; pelaksana
modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; pelaksanaan reformasi birokrasi
dan penanganan pengaduan; dan pelaksana pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor
Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis
elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka
dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran
dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan
ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi
kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan
hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan
pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan
mitra kerja dan PPAT.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,
penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan
rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.



E.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Melakukan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan
pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Melaksanakan melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan
dan penggunaan, pemanfaatan dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan
perkara pertanahan.

Program dan Kegiatan saat ini

Kegiatan layanan rutin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dapat kita lihat

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan antara

pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan Perjanjian

Kinerja ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah

yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian Kinerja juga berfungsi untuk

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran. Berikut kegiatan layanan rutin Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang :

1.
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Penyelengaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di daerah;
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT;

Penetapan Hak dan Ruang;

Pendaftaran Tanah dan Ruang;

Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah;

Pengaturan Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah;

Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan;

. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembang Pertanahan;
. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;

. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan;

. Penanganan Sengketa Pertanahan;

. Penanganan Perkara Pertanahan;

Selain pelayanan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pemalang, pada tahun 2022 terdapat terdapat program Strategis Nasional berupa

percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target kinerja yang tercantum dalam
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Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 sebagai
berikut:
Tabel 1.1 Target Kinerja PTSL Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Target PBT 60.000 Bidang
Target SHAT 80.062 Bidang
Target PBT K4 25.457 Bidang
Target Desa Lengkap 30 Desa

Rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta CPNS berkaitan dengan upaya dalam
mendukung pencapaian target-target program dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
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BAB I
RANCANGAN AKTUALISAI
A. ldentifikasi Isu
Suatu lingkungan kerja semestinya memiliki isu yang berkembang dalam
pelaksanaannya, termasuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan
observasi sekitar, dilakukanlah analisis mengenai isu yang berkaitan dengan Manajemen ASN
dan Smart ASN di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, sehingga dapat
diidentifikasi beberapa isu sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penyampaian informasi penetapan Peta Lahan Sawah di
Lindungi (LSD) kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
a. Deskripsi Isu
Alih fungsi lahan sawah pertanian menjadi non pertanian semakin
meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi mengancam
ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi

Lahan Sawah dengan tujuan sebagai berikut:

1) Mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam
rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk
mendukung kebutuhan pangan nasional;

2) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat;

3) Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan

4) Menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang ditetapkan oleh Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan hasil
kesepakatan dari Tim Terpadu Pengalihan Alih Fungsi Lahan. Pasca
ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tanggal 16

Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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Penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat terkait
kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum pernah dilakukan hanya

melalui beberapa unggahan di akun instagran kantah Pemalang.

A
4 ATR/BPN GZO BerAKHL_A!() ®  yantahkabpemalang * Diikuti

@  kantahkabpemalang

#HaloSobATRBPN Kamis, 30 Juni 2022
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pemalang Bapak Gusmanto, S.H, M.M
beserta KKS Seksi Penataan dan
Pemberdayaan Bapak Dwi Sampurna
menghadiri Sosialisasi Akbar
Rekomendasi Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di
Pendopo Kabupaten Pemalang
Sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati
Kabupaten Pemalang Bapak Mukti
Agung Wibowo, S.T, M.Si, Dirjen PSP
Kementerian Pertanian, Dinas
Pertanian Provinsi Jawa Tengah serta
para kepala Organisasi Perangkat
Daerah dan seluruh camat di
Kabupaten Pemalang

QY W

t‘fcgﬁk Disukai oleh diyahnaili dan 84 lainnya

Melagar, Profesionad] Terpercaya

@ ©HontchKabPemalang () KaMtarPHE® Pemalang @ @HantahPemalang @ N

® kantahkabpemalang + Following

@ ATR/BPN BerAKHLAK W:

k] kantahkabpemalang #Repost @kementerian.atrbpn: Halo
== #SobATRBPN, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus

LAHAN SAWAH DILINDUNGI YANG berupaya memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah
TIDAK HARUS DIPERTAHANKAN

untuk mendukung kebutuhan pangan nasional melalui Lahan
Sawah yang Dilindung (LSD).

Nah, respon publik terhadap penetapan LSD melalui SK No.
1589/SK-HK.02.01/X11/2021 cukup beragam.

Lalu, bagaimana Lahan Sawah Dilindungi tetapi tidak harus
dipertahankan?

Yuk simak terus Media Sosial resmi Kementerian ATR/BPN untuk
mendapatkan informasi seputar Pertanahan dan Tata Ruang ya
Sob

#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern

Respon publik terhadap penetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi
melalui SK. No. 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 cukup beragam
Berbagai pihak mengusulkan agar beberapa lokasi tidak lagi ditetapkan ®Qv W
sebagai Lahan Sawah Dilindungi

@3 Liked by louis_ovellita and 69 others

Gambar 2.1 Informasi kebijkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada laman
Instagram kantahkabpemalang
b. Dampak dan para pihak yang terkena dampak tersebut jika ISU tidak
diselesaikan
Durasi waktu penerbitan perizinan Petimbangan Teknis Pertanahan
makin panjang sehingga jika isu ini tidak diselesaikan akan berdampak pada
pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang kepada masyarakat akan

terlambat dan tidak maksimal.
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c. Keterkaitan ISU dengan substansi mata pelatihan agenda 3
Apabila dilihat dari aspek Manajemen ASN, kurang optimalnya
informasi Peta Lahan Sawah Dilindngi (LSD) masih belum sesuai dengan
fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat. Instansi harusnya memberikan
pelayanan secara prima, maksimal, dan berkualitas kepada masyarakat dalam

bentuk penyampaian/sosialisasi terkait Peta LSD.

2. Kurang optimalnya pengelolaan dokumen PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan)
a. Deskripsi Isu
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penegasan status

diberikan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagai dasar untuk perolehan tanah
dan peralihan hak atas tanah. Tahapan dalam pemberian Pertimbangan Teknis
Pertanahan terdiri dari:

1) Permohonan;

2) Peninjauan lapangan;

3) Pengolahan dan analisis data;

4) Rapat pembahasan

5) Penyusunan risalah dan Peta;

6) Penerbitan; dan

7) Jangka waktu pelaksanaan.

Banyaknya tahapan yang harus dilakukan menuntut manajemen yang baik dalam
pengelolaan dokumen guna menunjang profesionalitas ASN dalam melaksanakan
tugasnya secara efektif dan efisien. Kendala yang dialami selama ini adalah masih
rendahnya digitalisasi dokumen dan untuk dokumen fisik tidak disimpan dengan baik.
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Gambar 2.2 Penyimpanan arsip dan dokumen sembarangan

b. Dampak dan para pihak yang terkena dampak tersebut jika ISU tidak
diselesaikan
Apabila pengelolaan dokumen kurang baik dibiarkan terus menerus makan akan
menyebabkan kesukaran dalam pencarian data kedepannya. Berkas kelengkapan yang
hanya berupa dokumen fisik juga sangat berpotensi mengalami kerusakan atau bahkan
hilang. Hal tersebut juga akan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat akan
lambat karena proses pengolahan data yang kurang efektif.
c. Keterkaitan ISU dengan substansi mata pelatihan agenda 3
Isu ini tidak sesuai dengan asas efektif dan efisien pada Penyelenggaraan
Kebijakan dan Manajemen Asn yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun
2014 Pasal 2, dimana kurang efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan
dokumen pengarsipan PTP (Pertibangan Teknis Pertanahan) sehingga perlu manajemen
pengelolaan yang cepat, efektif dan efisien guna memperlancar pelayanan pertanahan.
Selain terkait dengan manajemen ASN isu ini erat kaitannya juga dengan transformasi
digital yaitu perubahan basis data yang semula serba konvensional mulai diubah
menjadi digital.
3. Lambatnya progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
a. Deskripsi Isu
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan
secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan
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di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan
itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak
atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Salah satu target kerja tahun 2022 yang diberikan kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pemalang adalah 25.000 bidang tanah harus terdaftar dalam Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022. Namun kondisi yang terjadi pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 (setengah
semester) progres K1 baru mencapai angka 4.120 dan Sertifikat yang siap diserahkan
baru mencapai angka 4.029. Hal tersebut tentu masih jauh dari target yang ditentukan
pada Tahun 2022 untuk merealisasikan 25.000 Bidang Tanah, dimana angka realisasi
K1 maupun sertifikat yang siap diserahkan belum mencapai angka 20% dimana saat
ini sudah memasuki semester baru (Juli 2022).

® Dashboard PTSL

O < c & ptsl.atrbpn. go.id/Progress/Re ST =
wilayah Kab. Pemalang Kab. Tegal Kota Magelang S Kota Tegal
Survei
Pemetaa
Puldadi ‘
P berkasan 7
P i K1 2.88¢ 1 C
w1 1.1 11
K2 )
K3.1 * o
K3.2 * o
K3.3 * .
K3.4 =
Ka 1 305
Ka4.2 :
KW4.5,6 7 1 76¢€ 11 1
Siap Diserahkan ¢ =
I O <

Gambar 2.3 Progres realisasi PTSL tanggal 4 Juli 2022
b. Dampak dan para pihak yang terkena dampak tersebut jika ISU tidak
diselesaikan
Apabila isu ini tidak ditangani maka akan mengakibatkan semakin
menumpuknya berkas ataupun pekerjaan yang dapat mempengaruhi bertambahnya
beban dan tekanan bagi para pegawai dalam bekerja karena berbarengan dengan

pekerjaan rutin yang harus dikerjakan disetiap harinya.
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c. Keterkaitan ISU dengan substansi mata pelatihan agenda 3
Dilihat dari manajemen ASN isu ini tidak sesuai dengan asas profesionalitas
pada Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Asn yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 2, dimana ketidak sesuaian target pekerjaan

menunjukkan kurangnya tanggung jawab ASN terhadap pekerjaannya.

B. Pemilihan Isu

Perumusan isu utama yang akan digunakan penulis adalah menggunakan metode
pendekatan USG. Metode USG merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyusun
urutan prioritas isu yang harus diselesaikan yang dinilai berdasarkan tingkat urgency,
seriousness, dan growth.

1. Urgency merupakan seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu
yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah
yang menyebabkan isu tadi. Deskripsi nilai urgency dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Indikator Penilaian Urgency isu

Nilai Indikator Deskripsi Indikator

5 Sangat Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
4 Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
3 Cukup Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
2 Kurang Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
1 Tidak Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun

2. Seriousness merupakan seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat
yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan. Deskripsi nilai seriousness dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Seriousness isu

Nilai Indikator Deskripsi Indikator

5 Sangat Serius Dampak isu akan berpengaruh sangat luas

4 Serius Dampak isu akan berpengaruh luas

3 Cukup Serius Dampak isu akan berpengaruh cukup luas

2 Kurang Serius Dampak isu kurang berpengaruh secara luas

1 Tidak Serius Dampak isu tidak akan berpengaruh secara luas

3. Growth merupakan seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak

ditangani sebagaimana mestinya. Deskripsi nilai growth dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.3 Indikator Penilaian Growth isu

Nilai Indikator Deskripsi Indikator

Sangat Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan

Kurang Cepat Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun

5
4
3 Cukup Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
2
1

Tidak Cepat Memburuk Memburuk dalam kurun waktu >1 tahun

Selanjutnya penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing isu
berdasarkan ketiga aspek di atas dengan skala 1-5. Isu yang memiliki skor tertinggi akan
menjadi isu prioritas yang akan diselesaikan. Adapun hasil pengujian isu adalah sebagai
berikut.

Tabel 2.4 Penilaian Isu dengan Metode USG

o Penilaian Isu Nilai o
No Identifikasi Isu Prioritas
U S G Total

1 Belum optimalnya penyampaian
informasi  penetapan Peta Lahan
Sawah di Lindungi (LSD) kepada | 3 2 2 7 3
Masyarakat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Pemalang

2 Kurang optimalnya pengelolaan dokumen

PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

3 Lambatnya progres Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan analisis USG, isu yang memiliki skor tertinggi atau isu yang paling penting
dibandingkan dengan dua isu lainnya adalah Kurang optimalnya pengelolaan dokumen PTP
(Pertimbangan Teknis Pertanahan). Karena menurut urgensi, dampak, dan juga potensi jika
tidak ditangani akan menyebabkan masalah yang semakin menumpuk dan juga akan merembet
ke pekerjaan lainnya.

Dalam menindaklanjuti hasil core isu yang telah dipilih, dilakukan analisis Kembali
menggunakan Teknik analisis isu Fishbone Diagram. Fungsi dari analisi ini adalah untuk
mendapatkan penyebab terjadinya isu dan merekomendasikan gagasan pemecah isu tersebut.
Berikut penentuan gagasan pemecah isu menggunakan diagram fishbone dengan mencari

penyebab isu :
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C.

Mathode

Pengelolaan Dokumen

masih manual hanya

ditumpuk seadanya Banyaknya dokumen
PTP yang masuk

_—

Belum adanya )
digitalisasi pengarsipan

Belum Optimalnya

Pengelolaan
Dokumen PTP

?etej:afasan perangka'_c _ Pegawai yang belum
penyimpan dokumen digital menegtahui pentingnya
pengelolaan dokumen yang baik

Gambar 2.4 Diagram Fishbone
Dari Diagram diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat kategori penyebab isu yaitu :
1. Material : Banyaknya dokumen PTP yang masuk
2. Man : Pegawai yang belum mengetahui pentingnya pengelolaan dokumen yang baik
3. Methode : Pengelolaan Dokumen masih manual hanya ditumpuk seadanya serta
belum adanya digitalisasi pengarsipan

4. Machine : Keterbatasan perangkat penyimpanan dokumen digital

Penentuan Gagasan Pemecahan Isu

Dengan merujuk pada akar penyebab dari core isu diatas, maka ada beberapa gagasan

alternatif pemecah isu yang dapat diusulkan diantaranya

1.
2.
3.
4.

Optimalisasi dokumen fisik dan digitali dokumen PTP

Memadukan penggunaan aplikasi dengan scanner

Memberikan pembekalan kepada pegawai akan pentingnya manajemen pengarsipan
Pengadaan Harddisk untuk penyimpanan berkas digital

Namun karena waktu habituasi yang terbatas maka penulis akan memilih salah satu gagasan

pemecah isu tersebut dengan dengan indikator Efektifitas, Efisiensi, dan Kemudahan dengan

menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk

mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif maupun

kuantitatif. Deskripsi nilai indikator dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.5 Indikator Penilaian Skala Likert

Sifat Nilai
Sangat kurang memenuhi 1
Kurang menenuhi 2
Cukup memenuhi 3
Memenuhi 4
Sangat memenuhi 5

Selanjutnya penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing
gagasan berdasarkan ketiga aspek di atas dengan skala 1-5. Gagasan yang memiliki skor
tertinggi akan menjadi gagasan prioritas yang akan diaktualisasi. Adapun hasil pengujian isu
adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Penilaian Gagasan dengan Skala Likert

No | Alternatif Gagasan Efektifitas | Efisiensi | Kemudahan | Total | Peringkat
1 | Optimalisasi dokumen fisik 5 5 4 14 1
dan digitali dokumen PTP
2 | Memadukan penggunaan 5 5 2 12 3
aplikasi dengan scanner
3 | Memberikan pembekalan
kepada pegawai akan 4 3 4 11 4
pentingnya manajemen
pengarsipan
4 | Pengadaan Harddisk untuk
] o 4 4 5 13 2
penyimpanan berkas digital

Gagasan penyelesaian dari isu kurang baiknya manajemen pengelolaan
dokumen pengarsipan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) yang menjadi prioritas untuk
aktualisasi yang didapat dari analisis tapisan adalah dengan melakukan manajmen dan
pengarsipan dokumen fisik dan digital PTP. Gagasan ini menerapka Smart ASN yaitu
transformasi digital. Transformasi digital disini yaitu manajemen pen